
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 1409 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN 
IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah habisnya masa berlaku izin 
pelaksanaan reklamasi yang sampai saat ini tidak 
men ghasilkan pulau, perlu dilakukan pencabutan beberapa 
izin pelaksanaan reklamasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 
tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang 
Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA 
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN 
REKLAMASI. 

Pasal 1 

Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin 
Pelaksanaan Reklamasi sebagai berikut : 



/GUI3ERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS, 
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2268 Tahun 2015 tentang 
Reklamasi Pulau F Kepada 

a. Keputusan Gubernur Nomor 
Pemberian Izin Pelaksanaan 
PT Jakarta Propertindo; 

b. Keputusan Gubernur Nomor 
Pemberian Izin Pelaksanaan 
PT Taman Harapan Indah; dan 

2637 Tahun 2015 tentang 
Reklamasi Pulau H Kepada 

c. Keputusan Gubernur Nomor 
Pemberian Izin Pelaksanaan 
PT Jaladri Kertika Pakci, 

2269 Tahun 2015 tentang 
Reklamasi Pulau I Kepada 

Tembusan 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

(1) Segala tindakan hukum yang telah dilakukan sebelum 
berlakunya Keputusan Gubernur ini, dinyatakan sah dan 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 6 September 2018 

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup 

Sekda Provinsi DKI Jakarta 
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 
4. Pit. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 

Provinsi DKI Jakarta 
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 
Setda Provinsi DKI Jakarta 

11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 
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